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DAN PEMBENTUKAN KOMITE INDEPENDEN
PEMANTAU PEMILU (KIPP)

It Oleh :
Suyato

‘ PELANGGARAN ASAS LUBER PADA PEMILU 1992
)

Abstrak

Tak dapat disangkal bahwa pemerintah Orde baru telah berhasil menciptakan
sistem politik yang culup stabil, antara lain dapat dilihat dari keberhasilannya
dalam menyelenggarakan Pemilu sebagai rangkaian mekanisme limatahunan.
Namun keberhasilan ini masih belum diikuti dengan pelaksanaon Pemilu yang
menjunjung tinggi asas LUBER, apalagi Pemily yang demokratis. Berbagai
keluhan dan protes tentang pelanggaran asas ini, khususnya pada Pemilu 1 992,
datang baik dari PPP dan PDI maupun dari para aktivis pejuang demokrasi.
Lahimya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menunjukian bahwa
pelanggaran yang dilakukan oleh aliansi antara birokras, golkar, dan ABRI
sudah demikian parah, sehingga dibutuhkan sebuah komite yang bertugas untuk
memantau pelaksanaan Pemilu sehingga kedaulatan rakyat dapat ditegalkan
Contoh kasus pelanggaran Pemilu 1992, bail ditinjau  dari kualitas
maupun kuantitasnya. menunjukkan bahwa kecurangan yang terjadi cukup
memprihatinkan. Kelahiran KIPP merupakan reaksi yang wajar sebagai wujud
partisipasi vakyat yang tinggi, dimana kesadaran politik den tingkat kepercayaan
rakyat kepada pemerintah cukup tinggi. Pemerintah mestinya menyambut baik
kelahivan KIPP ini, walaupun efektifitas dan obyektivitasnya masih banyak yang

meragukan.
’.5 Para pelanggar asas LUBER dalam pemily atau mereka  yang melakukan
pelanggaran lain dalam Pemilu sebenarnya dapat dijaring dengan pasal-pasal

yang ada baik dalam KUHP maupun UU Pemilu, tetapi nampalotya pemerintah
tidak (atau belum?) menanganinya secara konsekuen seperti penanganci
kasus-kasus yang dilakukan para aktivis yang "berseberangan” dengan
pemerintah. Oleh karena hukum yang terbaik sekali pun tidak dapgt melakukan
eksekusi sendivi (self-excuting), maka upaya untuk menciptakan kehidupan politik
yang lebih demokratis-konstitusional perlu didukung oleh semua pihak,
khususnya pemerintah. Katup pengendalian sistem politik  ala Gelang Karet,
nampaknya periu sedikit dibuka karena tuntutan rakyat semakin kuat. Perkataan

Machiavelli berikut perlu kita renungkan kembali agar kita. tidak terjebak pada
1 situasi yang membahayakan kehidupan kenegaraan kita " .. benteng terkokoh

yang bisa dimiliki oleh seorang pangeran ( baca : kelouatan politik/pemerintah
vang sedang berkuasa) adalah kenyataan balhwa dia tidak dibenci oleh rakyatnya.
Bila ia dibenci oleh rakyatnva, tidok ada safu benteng pun yang bisa
menyelamatkannya...

Pendahuluan < : ) g
Selama masa pemerintahan Orde Baru telah diselenggarakan Lima kati Pemilihan
Umum ( Pemilu ) dan Pemilu pada talun 1997 nanti merupakan yang keenamt kalinya.
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Beberapa masalah yang sering mendapat kritik adalah : pertama, dalam setiap Penily,
pmlai dari tahap persiapan sampai penetuan hasilnya, peranan birokrasi sangag
dominan; kedua, persoalan hanya 75% anggota DPR yang dipilib, itupun melalui progeg
seleksi birokratik yang amt ketat; ketiga, kualifikasi calon yang berkaitan dengan sistem
representasi proporsional memustahilkan masyarakat pemilih memutuskan pilihan atag
pertimbangan tentang kualitas calon, sementara calon sendiri diseleksi melalui proges
rekruitmen politik yang kurang transparai.

Sesungguhnya pelaksanaan Pemilu yang bersih dan berkualitas menjadi dambaan
banyak pihak. Oleh karena itu usaha-usaha untuk mewujudkan Pemilu yang demikian
ita perlu dilakukan, baik olch aparat yang ditugasi menjadi penyelenggara maupun
pengawas Pemilu, termasuk rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Munculnya Komite
Independen Pemantau Pemilu (KIPP) merupakan salah satu gejala untuk menciptakan
Pemilu yang lebih berkualitas.

Makalah ini mencoba mengkaji masalah pelanggaran Asas LUBER dalam Pemilu
1992 dan munculnya KIPP sebagai upaya menciptakan Pemilu yang lebih berkualitas
serta hambatan-hambatan vang mungkin ditemukan, serta kemungkinan penerapan
ancaman secara yuridis bagi pelanggar peraturan perundang-undangan tentang Pemilu.

Pembahasan

Dinamika politik pada hakekatya adalah pengejawantahan segemap aspek
kehidupan yang dibawakan oleh para pendukung dan penentang pemerintah snatu negara
(Arbi Sanit, dalam Karim, 1986 : 28). Dinamika ini telah mendapat kerangka acuan yang
cukup tangguh, yaitu Demokrasi Pancasila sebagai manifestasi Asas Pancasila dalam
kehidupan berpolitik dan bernegara (Karim, 1986 : 19).

Ideologi sistem politik yang tangguh, meminjam istilah Alfian, harus mengandung
dimensi idealitas, realistis, dan fleksibilitas. Dimensi idealitas mengandung arti bahwa
sebuah ideologi harus mengandung hal-hal yang bersifat cita-cita ideal yang diinginkan
oleh suatu bangsa. Dimensi realistis mengandung arti bahwa sebuah ideologi harus
mencerminkan realita kehidupan, sedang  dimensi fleksibilitas atau dimensi
pengembangan, dalam arti harus' mampu menampung dinamika masyarakat, termasuk di
dalamnya dinamika dalam bidang politik.

Salah satu dinamika yang saat ini mendapat sorotan yaitu tuntutan pelaksanaan
Pemilu yang lebih berkualitas. Munculnya KIPP merupakan salah satu wujud aspirasi
masyarakat yang mencoba untuk menawarkan gagasan untuk turul memantau
pelaksanaan Pemilu.

Pemilu masih tahun depan, tetapi suhn politik sudah terasa naik saat ini. Golkar
telah "mencuri start kampanye" lebih dulu dengan memanfaatkan moment seperti temu
kader, kunjungan pejabat ke daerah-daerah, dsb. Sedang OPP lain ( PPP dan PDI )
hanya bisa memanfaatkan moment seperti syawalan dan peringatan Hari Lahir (Harlah).
Peristiwa "arak-arakan kampanye" simpatisan PPP dan PDI yang terjadi di Yogyakaita
beberapa waktu lalu bisa jadi sebagai "protes” terhadap Golkar yang telah melakukan
kampanye tersclubung. Atau dengan kata lain, Golkar dianggap telah melakukan

B e e
kCClmgml-kewmyn untuk menambang svara pada pemilu mendatang yang sudah
parang tentu tidak dikehendaki oleh para pendukung OPP yang lain.

Sesungguhnya, kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses sebelum, selama,
dan sesudah Pemilu lebih banyak disebabkan karena kekhawatiran salah satu OPP untuk
iakut kehilangan suara. Jadi prinsip memenangkan suara mayoritas masih meropakan
prioritas daripada menciptakan proses Pemilu yang schat atau demokratis.

Asas Pemilu . o

Sebelum membahas lebih lanjut tentang asas Pemilu, perlu dikemukakan
pendapat Mahfud yang menyatakan bahwa pada periode Orde Baru, (1966 - sekarang
). Peraturan perundang-undangan tentang Pemilu memiliki karakter  yang cenderung
Kkonservatif/fortodoks/elitis, karena Peraturan perundang-undangan tersebut memberi
jalan bagi pemerintah untuk menempatkan orang-orangnya di lembaga perwakilan/-
permusyawaratan melalui pengangkatan. Juga memberi "space” yang cukup luas kepada
pemerintah untuk membuat berbagai peraturan pelaksanaan yang dalam prakteknya
tidak sekedar bersifat teknis administratif. Organisasi penyelenggara Pemilu menurut
UU No. 15 talun 1969 dan semua UU perubahannya lebih didominasi oleh pemerintah
yang secara riil merupakan pemilik salah satu kontestan di dalam pemilu, yaitu Golkar
(Mahfud, 1993 : 669). o |

Hal ini bisa dipahami dengan kerangka teori yang dikemukakan oleh Gramsci,
bahwa keunggulan sebuah kelompok sosial dapat dicapai melalui dua cara : dominasi
atau pemaksaan kehendak dan kepemimpinan intelektual dan moral atau hegemoni.
Tentang penggunaan hegemoni dan dominasi, lebih lanjut dikemukakan :

...Kriteria metodologis yang harus mendasari penelaahan kita adalah sebagai
berikut : supremasi sebuah kelompok sosial mewujudkan diri dalam dua cara,
sebagai "dominasi” dan sebagai "kepemimpinan intelektual dan moral". Di satu
pihak, sebuah kelompok sosial mendomiansi kelompok-kelompok oposisi untuk
"menghancurkan” atau menundukkan mereka, bahkan mungkin  dengan
menggunakan senjata; di lain pihak, kelompok sosial tersebut memimpin
kelompok-kelompok ~ kerabat dan sekutu mereka. Sebuah Vcelompok sosial
dapat, dan bahkan harus sudah, menerapkan "kepemimpinan” sebelum
memenangkan kekuasaan pemerintah (kepemimpinan tersebut merupakan salah
satu dari syarat-syarat utama untuk memenangkan kekuasaan semacam itw).
Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia mempraktekian
kekuasaan, tapi bahkan bila dia telah memegang kekuasaan penuh di tangannya,
dia masih harus "memimpin” juga...( Irwan dan Edriana, 1995 : 8 ).

Menurut pasal 3 UU No. 15 tahun 1969, asas dalam Pemilu adalah demokrasi
yang dijiwai oleh semangat Pancasila/UUD 1945. Asas lainnya (yang di dalam pasal 1
ayat (1) disebutkan cara adalah Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Berikut ini
adalah penjelasan masing-masing Asas tersebut :

1. LANGSUNG, bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung

memberikan suaranya, menurat hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa nngkatan




2. UMUM, bahwa pada dasamya semmna warga Dnegara  yang men.lenuh{ i
persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah genap berumur 17 tahun atau lebih atay Jenis Pelanggaran Jumlah Total
belum berumur 17 tahun tapi sudal/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pelanggaran Hak Kampanye )
pemilihan, dan yang telah berumur 21 thm Dy dipilih, 1. Larangan pemasangan tanda gambar Parpol 30
Bekas anggota Organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi 2. Larangan menghadiri kampanye Parpol 12
massanya atau yang terlibat langsung dalam "Gerakan Kotra Revolusi G.30.S/PKT" 3‘ PP - Phupol 10
tidak diberi hak untuk memilih dan diplib, kecuali yang telah dipertimbangkan 3. Lenmgenferadapiampnye
penggunaan hak memilihnya dalam Pemilu. Intimidasi&Kekerasan Terhadap Warga F.‘axpol. . 38
3. BEBAS, bahwa sctiap warga megara yang berhak memilih dalam 1. Ke%cex.asax.l terhadap anggota dan s'xmpat.lsan Parpol 18
menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan sesuai 2. Intimidasi terhadap anggota dan simpatisan Parpol 15
dengan hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapa pun 3  Penahanan anggota dan simpatisan Parpol 5
dengan cara apa pun. Intimidasi untuk Memilih Golkar 101
4. RAHASIA, bahwa pemilih dijamin oleh peraturan dan tidak akan diketahui oleh Pelanggaran Terhadap Saksi Parpol 472
pihak siapapun dengan jalan apa pun, siapa pun yang dipilihaya. 1. Penolakan terhadap saksi Parpol 425
" Berangkat dari pengalaman masa lalu, dimana selama lima kali Pemilu pada masa 2. Intimidasi terhadap saksi Parpol 26
Orde Baru telah terjadi kecurangan dalam penyelengg_ara'ﬁn Pfe'x'mlu, PPP kemudm 3. Kekerasan terhadap saksi Parpol 12
memntut ditambahkannya Klavsula ‘jujur dan_adil" atau, "jurdil” dalam UU Pemilu. 4. Penahanan terhadap saksi Parpol 7
Tuntutan itu ditindaklanjuti dengan pengajuan RUU (usul inisiatif) tentang perubahan 5.  Penyuapan tehadap saksi Parpol 5
UU Pemilu. Tindakan ini sebenamya merupakan tindak lanjut dani ketidakpuasan PPP Pela dallni Pemunautaiidin Penghi Suama ; 223
terhadap pelaksanaan Pemilu 1992 yang lalu, di mana saat itu PPP bersama PDI telah : gg;’::;( el Lord g“da iy fungan
mengemukakan secara terbuka tentang kecuranga-kecurangan berikut bukti yang terjadi. e v o Ak g 17
Nasib RUU ini nampaknya tergantung kepada FPDL karena FABRI dan FKP 2. Kecurangan penghitungan suara 146
menolaknya, sedang persyaratan minimal untuk bisa diajukan pada sidang adalah 3. Pencoblosan secara illegal 60
sekurang-sekurangnya di dukung oleh dua fraksi.
Sata fenomena muncul lagi, yakni gagasan yang pertama kali dilontarkan Lain-lain
Goenawan Mohammad (mantan pemimpin redaksi Tempo) yakni ide pembentukan 1. Pemerasan untuk dana kampanye Golkar 9
Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP ). 2. Rencana rekayasa hasil Pemilu 3
Sesuai namanya, lembaga ini bersifat independen yang sebatas memantau 3. Pemerasan terhadap simpatisan Parpol 1
pelaksanaan Pemilu. Pertanyaan yang pantas dikemukakan adalah : apakah kecurangan 4. Penahanan terhadap simpatisan Golput .
atan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu- Pemilu sebelumnya, khususnya Pemilu
1992 demikian parah, sechingga muncul gagasan pembentukan KIPP? Tormiiah Festal 900

Pelanggaran Asas LUBER Pada Pemilu 1992
Data-data yang berhasil dikumpulkan menjelang, sclama, dan sesudah

Sumber : Irwan dan Edriana, 1995 : 22.

Pelanggaran terhadap asas LUBER tersebut hanya scbagian saja yang berhasil
dipantau. Kejadian nyata di lapangan tentu lebih banyak dari jumlah itn. Tetapi yang
perlu disimak adalah pelakn pelanggaran, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel
berikut :

pemungutan suara dalam Pemiln 1992 tentang jenis dan jumlah pelanggaran terhadap 1
asas LUBER ( yang berasal dari berbagai sumber tangan kedua antara lain dari
laporan-laporan tentang pelanggaran asas LUBER yang dikirim oleh kantor-kantor
cabang ke kantor pusat PPP dan PDIL kliping koran dn majalah; laporan dari
berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); informasi yang diperoleh beberapa
media massa Jakarta, tetapi tidak bisa diterbitkan; dan dari hasil observasi
yang dilakukan oleh pribadi maupun kelompok) dapat dilihat pada tabel berikut :
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Pelaku Jumiah Total
Aparat Keamanan 71
1. |ABRI 31
2. |Polisi 16
3. [Hansip 12
4. |Babinsa 4
5. |Kamrma 2
6. |Aparat Keamanan (1) 6
Birokrasi Pemerintah 296
1. |Gubernur 1
2. |Bupati 8
3. |Aparat Kabupaten 3
4. |Aparat Kota Madya 1
5. {Muspika 4
6. |Camat 42
7. |Aparat Kecamatan 12
8. |Lurah 135
9. [Aparat Kelurahan 42
10. |Kepala Dusun 4
11. |[Kepala kampung 1
12. |KetuaRT 11
13. |KetnaRK 4
14. |KetuaRw 5
15. |Pengunasa Setempat (2) 1
16. |PKK 2
17. |[LKMD i
18. |Departemen Pendidikan 6
19. |Departemen Keschatan 2
20. |Departemen Koperasi 1
21. |Badan Usaha Milik Negara 8
Golkar
1. |Golkar 20
2. |Dharma Wanita 1
3. |KORPRI 2

£ OIS IO NINATY. LANIEIES B AFSLARr Rl O SEWWON, .| WOITFRCNT S0P v, S0 A _~ Vet

Badan-badan Penyelenggara Pemilu 618
1. |KPPS (3) 510
2. [PPS (4) 100
3. |PPD (5) 1
4. |PPD I (6) 6
5. |Panwaslak (7) 1

Lain-lain 11
1. |Rektor

Gurm

Kepala Sekolah

Perusahaan Swasta

Asosiasi Perusahaan Swasta

Kadin Jaya

Direktur Rumah Sakit

Jumlah Total 1019
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Catatan :
1. Sumber informasi hanya menyebut secara wnum bahwa pelaku adalah aparat
keamanan.
Sumber informasi hanya menyebut secara umum bahwa pelaku adalah penguasa
setempa.
KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
PPS adalah Panitia Pemungutan Suara
PPD adaloh Panitia Pemilihan Daerah
PPD II adalah Panitia Pemilihan Derah Tingkat II
Panwaslak adalah Panitia Pengawasan Pelaksanaan Pemilu.

Dengan mencermati data tersebut, kita akan menemukan balwa sebagian besar

pelaku pelanggaran adalah Birokrasi Pemerintahan (ferutama pada tingkat kelurahan

dan kecamatan ) dan Badan-badan Penyelenggara Pemilu. Hal ini terjadi karena
adanya aliansi antara aparat birokrasi, Golkar, aparat keamanan, dan Badan-badan
pelaksana Pemilu (Irwan dan Edriana, 1995 : 14). '

Kolusi ini mungkin terjadi, karena adanya ketumpangtindihan keanggotaan
Badan-badan Penyclenggara Pemilu dengan aparat Birokrasi. Berikut ini sekedar contoh
ketumpangtindihan tersebut.

1. Pada waktu pendaftaran pemilih, pendafiaran dilakukan oleh Pantarlih ( Panitia
Pendafiaran Pemilih ) yang diketuai oleh Kepala Desa/Lurah yang juga sekaligus
menjabat sebagai anggota Golkar. N

2. KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Swara), yang mempuiyal we-
wenang menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara, seharusnya bersifat
notral sunava bhisa meniamin berlakunva asas LUBER. termyata seluruh
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keanggotaannya diambil dari unsur pemerintah, yang sudah pasti
semuanya anggota Golkar. KPPS juga dibantu dua orang petugas keamanan
sehingga semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap asas LUBER.

3. Posisi Camat sebagai anggota Golkar, Birokrat, dan sekaligus Ketua dan anggota
PPS (Panitia pemungutan Suara) memungkinkan untuk melakukan kecurangan-
kecurangan penghitungan suara dengan mudah, karena unsur-unsur Parpol yang
duduk di dalamnya tidak berdaya mencegahnya.

4. Badan di atas PPS, yakni PPD II, PPD 1, dan PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) seria
LPU (Lembaga Pemilihan Umum), semuanya diketuai oleh aparat birokrasi, yang
sekaligus anggota Golkar. Bahkan Menhankam dan Panglima ABRI juga duduk
sebagai anggota LPU (Irwan dan Edriana, 1995 : 22-25).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan terjadinya
penyimpangan asas LUBER pada Pemilu terdahulu disebabkan karena tekad untuk
menyelenggarakan Pemilu yang menjunjung tinggi asas LUBER dikalalikan oleh tekad
untuk memenangkan perebutan suara salah satu OPP, yaitu Golkar, Restrukturisasi
keanggotan Panitia Pemiln nampaknya perlu diadakan dengan lebih memberi
keleluasaan kepada Parpol untuk melaksanakan Pemilu. Misalnya dengan menempatkan
unsur birokrasi bukan sebagai ketua, tetapi hanya sebagai dewan pertimbangan atau
pembina saja. Atau kalau hal ini tidak mungkin, jpengawasan yang efektif oleh
kelompok yang independent masih diperlukan.

Pertanyaan kemudian yang perlu dikemukakan adalah: apakah pelaku pelanggaran
pemilu dapat diancam dengan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku?
Pertanyaan ini tenfu saja sangat mudah uniuk dijawab: DAPAT!. Berikut ini sekedar
contoh pasal-pasal yang dilanggar dalam pelaksanaan Pemilu 1992.

Pelanggaran terhadap KUHP dan UU Pemilu pada Pemilu 1992

| Undang-undang yang dilanggar Jumlah

KUHP Tentang Pemilu

1. |KUHP Pasal 148 134

2. |KUHP, Pasal 149, ayat 1 6

3. |KUHP, Pasal 150 18

4. |KUHP, Pasal 151 11

5. |KUHP, Pasal 152 107
KUHP Non Pemilu

1. |KUHP, Pasal 333, ayat 1 12

2. |KUHP, Pasal 333, ayat 2 2

3. |KUHP, Pasal 333, ayat 1, ke 1

Undang-undang yang dilanggar Jumlah
4.  KUHP Pasal 351, ayat 1 18
5. KUHP, Pasal 351, ayat 2
6. KUHP, Pasal 368, ayat 1
7.  KUHP, Pasal 400, ayat 1
UU Pemilu :

1.  UU Pemilu, Bab I, Pasal 1, ayat 2 110
2. UU Pemilu, Bab III, Pasal 8, ayat 4e 21
3. UU Pemilu, Bab IV, Pasal 9 3
4. UU Pemilu, Bab VI, Pasal 20, ayat 1 42
5. UU Pemilu, Bab VI, Pasal 20, ayat 1 b : 11
6. UU Pemilu, Bab VII, Pasal 22, ayat 1 41
7. UU Pemilu, Bab VII, Pasal 22, ayat 2 1
8. UU Pemilu, Bab VII, Pasal 22z, ayat 1 438
9. UU Pemilu, Bab VII, Pasal 22a, ayat 2 112
10.  UU Pemilu, Bab IX, Pasal 27, ayat 2 5
11.  UU Pemilu, Bab XI, Pasal 27, ayat 3 6
12.  UU Pemilu, Bab XI, Pasal 27 ayat 4 23
3. UU Pemilu, Bab X1, Pasal 27, ayat 5 8
14. UU Pemilu, Bab XI, Pasal 27, ayat 7 37
15. UU Pemilu, Bab XI, Pasal 27, ayat 8 75
16.  UU Pemilu, Bab XI, Pasal 27, ayat 10 27

Jumlah 1294

Permasalahannya  sckarang  tinggal terletak pada kemauan  untuk
menegakkan hukum yang berlaku. Sebab hukum terbaik sekali pun tidak bisa
melakukan eksekusi sendiri (even the best law caf not se Hf-excuting). Kalau tekad kita
memang ingin mensukseskan Pemilu dalam arti pelaksanaan Pemil®f yang benar-benar
demokratis, mengapa pelaku pelanggaran tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal aik
dalam KUHP maupun Peraturan perundangan yang lain?

Pembentukan Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP')

Pembentukan KIPP berawal dari Diskusi pada akhir Desember 1995 di Puncak
Bogor yang membahas sikap dalam menghadapi Pemilu 1997 yang diikuti 20 orang dari
berbagai LSM. Kemudian diikuti pertemuan berikutnya pada Januari 1996, ditetapkan
susunan presidium dan pada tanggal 15 Maret 1996 dibacakan Deklarasi. KIPP Pusat di
Jakarta memiliki empat divisi: pelatihan, operasi pemantauan, hubungan ekstern, dan
publikasi. kegiatan pemantauan dilakukan KIPP daerah yang akan merckrut tenaga
penggerak utama dan sukarela yang rencananya sesuai dengan jumlah TPS, se}dtar
320.000. Maksud KIPP sederhana saja, yaitu Pemilu yang fair dan menghasilkan




pemerintahan yang baik (Wawancara Wartawan GATRA yang dimuat dalam GATRA
Edisi 6 April 1996 Nomor 21 tahun IT).

Go.enawat.l mengatakan kepada pers, KIPP dibentuk karena Pemilu masih kurang
memberikan citra sebagai pertandingan yang mempunyai wasit yang bijaksana. Ia
menyebut KIPP sebagai partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, sekaligus
mcm;la{akan pendidikan politik yang kongkrit bagi rakyat.

- Komite ini memiliki Dewan Pertimbangan, antara lain Adnan B Nasution,
Lukman  Sutrisno, ~ Muchiar  Pakpahan,  Nursjahbani myK‘:t;'gasungkam:
Marsilam Simanjuntak, dan Ali Sadikin, sckedar menyebut beberapa nama yang
tetkenal biasa bersuara kritis (GATRA, No. 21 tahun II).

Komite yang dipimpin sejumlah tokoh terkenal itn menjadi kontroversi. Sejumlah
pengamat politik dan tokoh-tokoh politik memberikan komentar dan pendapat yang ber-
beda—beda Afan Gaffar misalnya, neragukan efektivitas KIPP karena sudah ada predis-
posisi akibat karakier tokoh-tokoh pendukungnya, sehingga bempengaruh terhadap
obycldivitas mereka. Apalagi kalan mercka menganggap bahwa Golkar sudah tak ada
lqgn yang benar (GATRA, No.21 Thll, hal. 28). Hal senada dikemukakan Nazamd-
d;n S]amsuddm, bahwa hasrat untuk membuat KIPP bersifat netral sukar diwujudkan,
dnsamplr.lg karena personalia Presidium selebihnya terdiri dari tokoh-tokoh yang bersim-
pangan jalan - kalan bukan konfrontatif - dengan pemerintah, juga karena jaringan
hubungan yang telah mereka bina begitu luas menyebabkan mercka mudah terjebak di
~ dalam pelukan aneka kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

. Kelompok-kelompok yang dari kepentingannya dapat diklasifikasikan seba-
iaxn t?'ll}P ng(l}ao)lﬁgan Anti Pemerintah), GAS (Golongan Anti Socharto), GAT (Gabungan

er nfu saja siap men,
el saja siap gulurkan tangan merangkul KIPP (GATRA, No.21 ta-

Berbeda dengan komentar Ismael Hassan (Ketua DPP Golkar) yang mengatakan
pahwa _KII_’P adalah organisasi yang berada di Iuar sistem dan tzd}ak serlu ada atan
inkonstitusional. Sutardjo Surjogoeritno_sangat senang dan mendukung KIPP (GATRA
No. 21 Tahun II hal.30). Sedang Suwarno Adiwijoyo (Asisten Sosial Politik Kassospoi
A?RI) menyatakan bz}hwa sikap ABRI atas kemunculan KIPP adalah tak bersikap apri-
ori, tergantung m?unya. Kalan prakarsa itu menjamin terselenggaranya
Pemilu yang ber!cuahtas, tentu dapat diterima. Tapi kalau niatnya untuk menga-
caukan sistem, misalnya membuat lembaga tandingan atau menimbulkan instabilitas,
S[nm saja ABRI tidak bisa mentolerir (GATRA, No. 21 Tahun II hal. 31). Sementara

ulyana W. Kusumah mengatakan babwa KIPP hanya tawaran gerakan moral, bukan
meng?(ucam I:rhlg:gan politik (GATRA, No. 21 Tahun II hal 32). ’
_Komen tanggapan tentang keberadaan KIPP mer
masmg-rlnasmg mempunyai persepsi dan kepentingan yang bexbedga-ggdat?mgam i
o, Ke omlaﬁ yang "konservatif" tentu tidak menginginkan stabilitas yang telah
croina selama inl terganggu karena kehadiran KIPP.' Sedang kelompok yang
menginginkan perubahan tentm saja menaruh harapan yang besar terhadap kehadiran

Kulitas pemilu.
Sampai dengan tulisan ini disusun, telah muncul kelompok yang menamakan

dirinya sebagai BIP-KIPP (Badan Independen Pengawas Komite Independen Pemantau
Pemilu ), dan TOPP (Tim Obyektif Pemantau Pemilu). Penulis belum memperoleh
informasi yang lengkap tentang kelompok-kelompok ini. Tetapi yang bisa diambil
pelajaran dari fenomena ini adalah bahwa pemerintah merasa kurang suka dengan
kehadiran KIPP sehingga berbagai cara ditempuh untuk menggagalkan atan minimal
menghambat KIPP sebagai kelompok yang bisa mengancam kredibilitasnya. Atau bisa
juga dipandang sebagai manifestasi kesadaran rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam
sistem politik semakin tinggi (kalau kehadiran BIP-KIPP dan TOPP bukan merupakan
rekayasa pemerintah), sekaligus menunjukkan bahwa kesadaran politik dan tingkat
kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Dengan kata lain, sebenarnya rakyat masih
mempunyai kepercayaan kepada mekanisme yang ada selama ini, hanya
pelaksanaannya yang perlu diperbaiki, sehingga tidak muncul kesenjangan yang terlalu
lebar antara apa yang dicita-citakan dengan realita yang terjadi.

Tentang hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah
dengan tipe partisipasi politik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel: Hubungan antara Kesadaran Politik dan Kepercayaan kepada Pemerintah dengan
Tipe Partisipasi Politik (Diambil dan diolah dari Paige, Surbakti, 1992 :).

Kesadaran Politik Kepercayaan kepada pemerintah
Tinggi Rendah
tinggi aktip militan radikal
rendah pasip-tidak tertekan pasip-tertekan (apatis)

Ke Arah Rualitas Pemilu Yang Lebih Demokratis.

Harus diakui bahwa Orde Baru telah berhasil melaksanakan Pemilu sebanyak lima
kali tanpa menimbulkan pergolakan yang bisa mengancam stabiMas politik. Namun
demikian, keberhasilan sebuah Pemilu bukan semata-mata dilihat dari dampaknya
terhadap kestabilan sistem politik, tetapi lebih dari sekedar itu. Tujuan pemilu secara
umum adalah untuk membentuk pemerintahan perwakilan dan mengadakan pergantian
pemerintahan secara teratur, disamping untuk memperoleh legitimasi. Terlaksananya
Pemilu yang LUBER belum bisa dikatakan bahwa kualitas Pemilu telah baik.
Karena UU Pemilu secara umum dikatakan tidak relevan dan tidak demokratis secara
sempurna. Namun demikian masih lebih baik daripada tidak ada Undang-undang Pemilu
( Subhan ZE, dalam Mahfoed,1993b : 85 ).

Persoalan yang kemudian dapat dikemukakan adalah ap

demokratis atau "lebih berknalitas" itu?

akah kriteria Pemilu yang
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mampu mempercepat demokratisasi itu setidaknya memiliki tiga kualitas, yaitu Pemilu
berlangsung secara fair, kontestan yang bersaing mampu bersaing secara kompetetif,
dan Pemilu yang dilaksanakan mampu menjalankan fungsi-fungsi yang harus
diembannya (Kedaulatan Rakyat, 29 Maret 1996 hal. 4).

Dengan demikian, penegakan asas LUBER baru merupakan salah satu nsaha untuk
menciptakan Pemilu yang berlangsung secara fair, sedang kriteria kedua dan ketiga
belum bisa dijamin dengan sendirinya tercipta.

Sebagai penutup, kiranya pantas kita remungkan bersama pernyataan politik Rapat
Pimpinan PPP yang berlangsung di Jakarta dari tanggal 5 sampai 7 Agustus 1996, yang
antara lain: pertama, PPP mengajak semua kekuatan Orba untuk melakukan in-
trospeksi dan koreksi terhadap kekurangan-keknrangan dan peny impangan-penyimpan-
gan yang ferjadi pada praktek politik selama ini; kedua, PPP menyerukan agar para
pemimpin memberikan contoh keteladanan bagi rakyatnya; ketiga, PPP meny-
erukan penghentian perilaku yang merugikan dan menyakiti hati rakyat; keem-
pat, PPP menghendaki dihapuskannya ketidakadilan politik; kelima, PPP
menghimbau agar kaum muda dijauhkan dari proses pembodechan politik. Rasanya
sangat sulit bagi kita untuk menolak bahwa praktek politik yang terjadi tampak jelas
adanya OPP "anak emas" dan OPP “anak tiri".
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